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KELOMPOK BERMATN {KB)
BUPATI KUNINGAN

: Surat permohonan dari ODAH JUBAEDAH,S.Sos.I tertanggal 17 November 2017
perihal Permohonan lzin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

: a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan
nonformal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu
diterbitkan Surat lzin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa penerbitan Surat lzin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Kuningan.

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor g Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun '1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39'Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Satuan Pendidikan Nonformal;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasionat Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 llahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;

13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kefia Dinas
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.108683 -
PAUD dan D|KMAS/2017 Tanggal 13 November2OlT

Memperhatikan



Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN

: n4emneriXan lzin Penyelenggaraan

Nama Satuan Pendidikan
Nama Lembaga
Jenis Penyelenggara
Penyelenggara
Klasifikasi lzin
Alamat

Pendidikan Nonformal kepada :

KELOMPOK BERMATN (KB)
AT - TAQWA
Kelompok Bermain( KB)
ODAH JUBAEDAH, S.Sos.I
Baru
Blok Pesantren Rt 0021001 Desa Kertawangunan
Kec. Sindangagung Kab, Kuningan

(

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

1. Dnas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan

2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan

lzin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU
berlaku sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 22 November 2O21.

Pemegang lzin ini :

1. \ lajib menyelanggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. \ /ajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. \A/ajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang
ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai
SKPD Pembina;

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin setambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 22 November2ll7
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